BUPATI KONAWE
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI KONAWE
NOMOR 2% TAHUN 2023
TENTANG
HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN PADA BIDANG KONSTRUKS]
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KONAWE,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan rencana kegiatan dan
anggaran satuan perangkat daerah perlu disusun harga
satuan pokok kegiatan pada bidang konstruksi
dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe;

b. bahwa  berdasarkan  pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, maka periu ditetapkan dengan
Peraturan Bupati Konawe tentang Harga Satuan Pokok
Kegiatan Pada Bidang Konstruksi Tahun Anggaran 2024.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran
Negara Repubiik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa
Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6018);
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6523);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan barang atau Jasa Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33)
sebagaimana telah diubah terakhir defgan Peraturan
Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan barang atau Jasa Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang
Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor S57);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 83)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Pedoman Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya
Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 9);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);

13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020
tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa
Konstruksi Melalui Penyedia (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 483);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
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15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 6 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah  Kabupaten Konawe (Lembaran  Daerah
Kabupaten Konawe Tahun 2017 Nomor 174}
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Konawe Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Konawe (Lembaran Daerah Kabupaten
Konawe Tahun 2021 Nomor 257).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HARGA SATUAN POKOK
KEGIATAN PADA BIDANG KONSTRUKSI TAHUN
ANGGARAN 2024

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Konawe.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Konawe.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Konawe.

6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah
unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah.

7. Harga satuan Pokok Kegiatan yang selanjutnya
disingkat dengan HSPK adalah harga barang perunit
yang ditetapkan berdasarkan pemberlakuannya dalam
satu periode tertentu.

8. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah
dokumen yang memuat rencana pendapatan dan
belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana
pendapatan, belanja dan Pembiayaan SKPD yang
melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang
digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
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9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan
Daerah. :

10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selan jutnya
disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan
dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam
rangka penyusunan APBD.

11. Hari adalah Hari Kerja.

BAB il
HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN

Pasal 2 .
(1) Harga Satuan Pokok Kegiatan pada bidang konstrusi

Pemerintah Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2024

berlaku umum bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat

Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe.

(2) Harga Satuan Pokok Kegiatan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) adalah: _ )

a. merupakan pembakuan biaya kegiatan konstruksl
atau non konstruksi melalui analisis yang di
standarkan untuk setiap jenis komponen kegiatan
dengan menggunakan standar barang, harga satuan
barang dan upah/honorarium sebagai elemen
penyusunannya;

b. merupakan salah satu acuan dalam penyusunan
Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen
Pelaksanaan Kegiatan (DPA) Satuan Kerja Perangkat
Daerah di lingkungan Pemerintah KabuUpaten
Konawe;

c. harga Satuan Pokok Kegiatan untuk menentukan
perkiraan harga bangunan konstruksi, sehingga
penentuan koefisien dalam Harga Satuan Pokok
Kegiatan ini bersifat mutlak dan tidak menjadi acuan
utama dalam membuat Engineer Estimate (EE)
karena dapat berubah dengan metode pelaksanaan
yang akan digunakan oleh masing-masing
perencanaarn.

d. merupakan Standar Harga Satuan Pokok Kegiatan
tertinggi yang di dalamnya termasuk Pajak
Pertambahan Nilai dan dapat dinegosiasikan kembali
untuk memperoleh harga yang lebih menguntungkan
bagi Pemerintah Kabupaten Konawe;

e. merupakan standar biaya yang berfungsi sebagai
batas tertinggi dalam penyusunan anggaran yang
dalam pelaksanaannya mengacu pada kondisi nyata
di lapangan;

f. mempakan Standar pel’lilaian keWajaran atas beban
kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan
suatu kegiatan Pemerintah Kabupaten Konawe;

g. berfungsi untuk menilai kewajaran perhitungan biaya

perencanaan (OED Fisik) dan merupakan
perhitungan satuan pokok pekerjaan;
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h. merupakan salah satu pedoman untuk menentukan
dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri/ Owner
Estimate (HPS/OE);

i. merupakan salah satu pedoman untuk mengevaluasi
harga penawaran calon penyedia barang/jasa.

Pasal 3
Komponen Harga Satuan Pokok Kegiatan pada bidang
konstrusi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.

Pasal 4

(1) Dalam hal harga satuan upah dan bahan yang dipakai
dalam analisa paket pekerjaan lebih rendah dari harga
yang ada di pasaran, maka yang dipakai adglah harga
satuan upah dan bahan yang berlaku di pasaran,
berdasarkan hasil survei dan ditetapkan oleh
dinas/instansi yang membidangi barang/jasa tersebut.

(2) Dalam hal harga satuan upah dan bahan yang
ditetapkan dalam Harga Satuan Pokok Kegiatan ini
lebih tinggi dari harga yang ada di pasaran, maka harga
yang digunakan dalam pelaksanaan anggaran/kegiatan
adalah harga satuan upah dan bahan yang berlaku di
pasaran.

Pasal 5

Dalam hal terjadi keadaan darurat atau kahar pada

pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang mengakibatkan

kenaikan harga melebihi standar biaya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4, maka :

a. penetapan  harga  dapat  dilaksanakan dengan
memperhatikan kewajaran harga yang berlaku saat ituy;
dan

b. dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa dilakukan
pendampingan/asistensi oleh Aparat Pengawas Internal

Pemerintah (APIP) sejak proses perencanaan sampai
dengan pembayaran.

BABIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

(1) Penjelasan Teknis dan bentuk surat permohonan kegiatan
tidak mengikuti formulasi harga satuan pokok kegiatan
tercantum dalam Lampiran Il yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan
Bupati Nomor 51 Tahun 2022 tentang Harga Satuan Pokok
Kegiatan Pada Bidang Konstruksi Tahun Anggaran 2023
(Berita Daerab Kabupaten Konawe Tahun 2021 Nomor 579)
dinyatakan di cabut dan tidak berlaku lagi.
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Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe.

Ditetapkan di Unaaha
AREE u Jguu 2023

{ONAWE,

Diundangkan di Unaaha
Pada tanggal, \4 Junt 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE,

RDINAND

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2023 NOMOR : &2¢
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LAMPIRANT : PERATURAN BUPATI KONAWE
NOMOR : 25 TAHUN 2023
TANGGAL : {{ Jun 2023
TENTANG : HARGA SATUAN POKOK
KEGIATAN PADA BIDANG
KONSTRUKSI TAHUN
ANGGARAN 2024

KODE
URAIAN KELOMPOK
KELOMPOK RabirG URAIAN BARANG SPESIFIRASI BATUAN m KODE REKENING
BARANG
5.1.02.03.03.0001,
5.1.02.03.03.0006,
e PEm e 5.1.02.03.03.0010,
. 5.1.02.03.03.0011,
i 4 M2/Tahu 5.1.02.03.03.0037
8.1.02.03.03.0001 Bangunan Gedung Pemeliharaan Gedung | Gedung Bertingkat 197,000 '
Tempat Kerja-Bangunan n 5.1.02,03.03.0038,
Gedung Kantor 5.1.02.03.03.0039,
5.1.02.03.03.0040,
5.1.02.03.03.0049,
5.1.02.03.03.0050
5.1.02.03.03.0001,
! 5.1.02.03.03.0002,
g:';an Pcm&ﬂ;wmn 5.1.02.03.03.0006,
gunan ung- . 5.1.02.03.03.0008,
8.1.02.03.03.0001 | Bangunan Gedung Pemeliharaan Gedung G”“".‘“g Tidake m’:“h“ 144,000 | 5..02.03.03.0010,
Tempat Kerja-Bangunan gkat 5.1.02.03.03.0030,
Gedung Kantor 5.1.02.03.03.0038,
5.1.02.03.03.0039,
5.1.02.03.03.0050
5.1.02.03.03.0001,
5.1.02.03.03.0006,
Beban Pemeliharaan 5.1.02.03.03.0008,
Bangunan Gedung- Pemeliharaan Hal Ged M2/Tah gllgggggggglg
8..02.03.03.0025 | Bangunan Gedung Halaman Gedung/ alaman) Gedupg) /Tahu 10,600 | 24:02.03.09.0011,
T — Gedung Kantor n 5.1.02.03.03.002s,
empat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 5.1.02.03.03.0033
Terbuka ey g
5.1.02.03.03.0037,
5.1.02.03.03.0049,
5.1.02.03.03.0050
Beban Pemeliharaan Pemeliharaan
: Pembabadan rumput
Bangunan Air-Bangunan pembabedan rumput
8.1.02.03.04.0031 Air Irigasi-Bangunan Air Eafiran tigasil accas dcwca:a n:cndizl o M2 500 5.1.02.03.04.0026
Irigasi Lainnva swakelola &
Beban Pemeliharaan Pemeliharaan Pembabadan rumput
Bangunan Air-Bangunan | pembabadan rumput secara manual
8.1.02.03.04.0031 Air Irigasi-Bangunan Air saluran irigasi, secara | dengan sudut Lo 260 6.142/03.64.0020
Irigasi Lainnya swakelola kemiringan 1v:10h
Beban Pemeliharaan Pemeliharaan Fembaliadan) munpul
031.04 Bangunan Air-Bangunan pembabadan rumput d;sos]ara [:333?] M2 L 250 5..02.03.04.0026
8.1.02.03.04.0031 Air Irigasi-Bangunan Air saluran irigasi, secara an 1v:10h - . e
Irigasi Lainnya swakelola klznnzlshmga"
Beban Pemeliharaan Pemeliharaan PFembahadean rmput
Bangunax Air-Bangunan | pembabadan rumput [ S8 FROUH M2 1670 | 5..02.03.04.0026
£.1.02.03.04.0031 Air Irigasi-Bangunan Air | saluran irigasi, secara | o gﬂ{!san o ) .1.02.03.04.
Irigasi Lainnya swakelola lv-ﬂ.llmh |
Beban Pemeliharaan Pemeliharaan Pembahardan rampu
Bangunan Air-Bangunan pembabadan rumput ﬁm ma::lux:l M2
8.1.02.03.04.0031 Air l_ri.gaai‘-Bangunan Air saluran iripasi secara kemg';?ngs:nl;v:lh- 2,500 5.1.02.03.04.0026
Irigasi Lainnya swakelola 1h:2.5v
Beban Pemeliharaan Pemcliharaan Galian Jumpur
Bangunan Air-Bangunan penggalian lumpur saluran sccam
8.1.02.03.04.0031 | ' Irigasi Bangunan Air | saluran irigasi, manuel sedalam 0 - 1 M3 83,000 [ 5.1.02.03.04.0026
Irigasi Lainnya secara swakelola M, Volume > 2000 M3
Beban Pemeliharaan Pemeliharaan Galianlumpur
Bangunan Air-Bangunan penggalian lumpur saluran secara
8.1.02.03.04.0031 Air Irigasi-Bangunan Air saluran irigasi, il aadalas 1.5 M3 100,000 5.1.02.03.04.0026
Irigasi Lainnva sccara swakelola M, Volume > 2000 M3
Beban Pemcliharaan Pemeliharaan Galian lumpur
Bangunan Air-Bangunan penggalian fumpur saluran secara
8.1.02.03.04.0031 Air Irigasi-llangunan Air saluran irigasi, S anusll Redmam Urs M3 120,000 5.1.02.03.04.0026
Irigasi Lainnya secara awakelola M, Volume < 200 M3
Beban Pemeliharaan Perencanaan Teknis
Bangunan Air-Bangunan dan Dokumen y
8.1.02.03.04.0031 Air Irigasi-Bangunan Air Konatruksi Jari Kegiatan ¢-PAKSI Lokasi 14,500,000 5.1.02.02.08.0008
Irigasi Lainnva Irigani
Beban Pemeliharaan Perencanaan Teknis
Bangunan Air-Bangunan dan Dokumen Kegiatan Desain ;
§.1.02.03.04.0031 Air Irigasi-Bangunan Air Konstrukai Jaringan Perencanaan Lokasi 50,000,000 5.1.02.02.08.0008
Irigasi Lainnya Irigasi
Beban Pemeliharaan Perencanaan Teknis
Bangunan Air-Bangunan dan Dokumen Kegiatan AKNOP .
8,1.02,03.04.0091 Air Irigasi-Bangunan Air Konstruksi Jaringan Jaringan Irigasi Lokasi 5,500,000 5.1.02.02.08.0008
Irigasi Lainnva Irigasi
Beban Pemelibaraan Perencanaan Teknis
Bangunan Air-Bangunan dan Dokumen ]
8.1.0203.04.0031 | . o sei-Bangunan Air | Konstrukei Jaringan | KeBiatan PAL Lokasi 5,500,000 | 5.1.02.02.08.0008
Irigasi Lainnva Trigasi
Beban Pemeliharaan Pengawasan -
8.1.02.03.04.003] Bangunan Air-Bangunan Pelaksanaan Jasa konsulmn: 1 .
S S Air Irigasi-Bangunan Air | Pekerjaan Konstruksi mg“u‘_‘:’::“ pekerjaan Lakasi 30,000,000 | 5.1.02.02.08.0021

Irigasi Lainnva Jaringan _Irigasi
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KODE

Irigasi

030 M, lA)= 0.45M

URAIAR KELOMPOK HARGA REKENING
KEIDBMHPOOK BARANG URAIAN BARANG SPESIFIKASI SATUAN BATUAN KODE
Beban Pemcliharaan Pengawasan
o Jasa pengawasan dan
8.1.02.03.04.0031 E;ﬂﬁ“g’:;‘:ﬁ;g’:gﬁ" ‘;:L‘:_,‘:;::n“;ons v | pengendalian ) Lokasi 20,000,000 | 5.1.02.02.08.0021
Irigasi Lainnya Jaringan _Irigasi pekerjaan konstruksi
Beban Pemeliharaan Penyelcnggaran rapat
" Penyelenggaran Rapat s
Bangunan Air-Bangunan = o koordinasi S
8.1.02.03.04.0031 Air Irigasi-Banguoan Air g:okrd.mam Kegiatan pelaksanaan Kegiatan 7,500,000 5.1.02.01.01.0052
Irigasi Lainnya Irigast pekeriaan Konstruksi
Beban Pemeliharaan Pembuatan & Papan operssi, tipe
ir- Pemasangan Pa| Bl= 1 M, (H= 1.10 M, .
810200040081 | BEERED EESEEER | e B e L5 O, it Unit 2,750,000 | 5.2.03.01.01.0025
Irieasi Lainnva Irigasi 0.30 M, (TLAl= 0.45 M
Beban Pemeliharaan Pembuatan & Pintu an H
: gkat, (B)
8.1,02.03.04.0031 f;“lﬁ“g’;;“,fa”ng%z“ﬂ’;‘;" gﬁ;ﬁ”&:ﬂmf e | oo M,s(gn;ﬁ 0.50 M, Unit 3,256,000 | 5.2.04.02.01.0006
Irigasi Lainnva Irigasi (IR 1
Beban Pemeliharaan Pembuatan & Pintu angkat, (B)=
Biazengequny | BEAR T T | s e |24 W, [E) 0.50 %, Unit 3,839,000 | 5.2.04.02.01.0006
Irigasi Lainnva Irigasi - 1.
Beban Pcmc!iharaan Pembuatan & Pintu t, (B)=
8.1.02.03.04.0031 E:rmliugt;n;:n ;':I‘]‘af]“';‘f E‘Pcm“grm. B;‘;‘gu' apan | 050 M, (Hj= 0.50 M, Unit 4,426,000 | 5.2.04.02.01.0006
Irigasi Lainnya Irigasi (R 150 &
Beban Pemeliharaan Pemeliharaan
. Pembabadan rumput
8.1.02.03.04,0031 ;'ﬂ?;‘:?;’a;ﬁ:::xf pembabadan rumput | gecara manual M2 500 | 5..02.03.04.0026
Irigasi Lainnya = akelola“gam dengan medan datar
Beban Pemcliharaan Pemcliharaan Pembabadan rumput
Bangunan Air-Bangunan pembabadan rumput sccara manual
8.1.02.03.04.0031 Air irigasi-Bangunan Air e aet e e [ M2 800 | 5.1.02.03.04.0026
[rigasi Lainnva swakelola kemiringan Iv:10h
Beban Pemcliharaan Pemeliharaan ;’mb;gxa:“mp“t
8.1.02.03.04.0031 i“gj‘;?:;;ﬁ;f:’ﬁ g;f::’::’ﬂ::;“iﬁ:; dengan sudut M2 1,250 | 5.1.02.03.04.0026
e 1 . kemiringan 1v:i10h -
Lrigant ) dala 1v:2.5h
Beban Pemeliharaan Pemeliharaan mmmmput
B: Air-Ban, babadan mamput
8...02.03.04.0031 Aﬁ"ﬁ“g’;:‘m;gunf:if = e Bt dengan sudut M2 1,670 | 5.1.02.03.04.0026
e g emiringan 1v:2,5h -
Irigasi Lainnoya swakelola 1v:1h
Beban Pemeliharaan Pemeliharaan Mb:badm‘:a‘;ump“‘
Bangunan Air-Bangunan pembabadan mumput Secara narn
8.1.02.03.04.0031 | i irioasiBangunan Air | saluran irigasi, secara | €ngan sudut M2 2,500 | 5..02.03.04.0026
Irigasi Lainnya swakelola “"mmnm_ 25v83“ LV
Beban Pemeliharaan Pemeliharaan Galian lumpur
Bangunano Air-Bangunian penggalian lumpur saluran secara
8.102.03.04.0031 | oo Bangunun Air | saluran irigasi, TR AR 5 M3 83,000 | 5.1.02.03.04.0026
!p;g,ﬂ.si Lainnva secara swakelola M. Volume > 2000 M3
Beban Pemeliharaan Pemeliharaan Galian umpur
Bangunan Air-Bangunan penggalian lumpur saluran secam
8.102.03.04.0031 | i 1rionsi Bangunan Alr | saluran iriges, el AT | o i M3 100,000 | 5.1.02.03.04.0026
Irigasi Lainnya secara swakelola M, Volume > 2000 M3
Beban Pemeliharaan Pemeliharaan Galian lumpur
8.1.02.03.04.0031 Bangunan Air-Bangunan penggalian lumpur saluran secara
SRR i Air Irigasi-Bangunan Air saluran irigasi, tanual sedalam 0 - 1 M3 120,000 | 5.1.02.03.04.0026
Irieasi Lainnva secara swakelola M, Volume < 200 M3
Beban Pemeliharaan Perencanaan Teknis
Bangunan Air-Bangunan dan Dokumen 4
8.1.02.03.04.0031 | Ay irigasi.Bangunan Air | Konstruksi Jaringan | Kegiatan c-PAKSI Lokasi 14,500,000 | 5.1.02.02.08.0008
Irigasi Lainnya Irigasi
Beban Pemciiharaan Perencanaan Teknis
Bangunan Air-Bangunan dan Dokumen Kegiatan Desain
8.1.02.03.04.0031 | yi\ jrioaciBangunan Air | Konstruksi Jaringan | Perencanasy Lokasi 50,000,000 | 5.1.02.02.08.0008
Irigasl Lainnva Irignsi
Beban Pemeliharaan Perencanaan Teknis
Bangunan Air-Bangunan dan Dokumen Kegiatan AKNOP
8.1.02.03.04.0031 | jic irigasiBangunan Air | Konstruksi Jaringan | Jaringan Irigasi Lokasi 5,500,000 | 5.1.02.02.08.0008
Jrizasi Lainnya Irigasi
Beban Pemeliharaan Perencanaan Teknis
Bangunan Air-Bangunan dan Dokumen :
8.1.02.03.04.0031 | ..\ oasi Bangunan Air | Konstrukai Jaringan Kegiatan PAl Lokasi 5,500,000 | 5.1.02.02.08.0008
irigasi Lainnya Irigasi
Beban Pemeliharaan Pengawasan
Bangunan Air-Bangunan Pela) Jasa konsultansi ) )
8.1.02.03.04.0031 | i 57oasi-Bangunan Air Pekerjaan Konstruksi [I:engawnsgn pekerjaan Lokasi 30,000,000 | 5.1.02.02.08.0021
Irigasi Lainnva Jaringan _Irigasi onstrukst
Beban Pemeliharaan Pengawasan
- Jasa pengawasan dan
nan Air-Bangunan Pelaksanaan - :
8.1.02.03.04.0031 Esnﬁm_,gangumfnu Air | Pekerjaan Konstruksi | Pengcndalian ) Lokasi 20,000,000 | 5.1.02.02.08.0021
Irigasi Lai Jaringan _Irieasi pekerjaan konstruksi
Beban Pemeliharaan Penyelenggaran Rapat Penyelenggaran rapat
Bangunan Air-Bangunan yiy 2 koordinasi .
8.1.02.03.04.0031 | Ao ,’f%asi_aangunm Air mdx{mm}(cg:amn s Kegiatan 7,500,000 | 5.1.02.01.01.0052
Irigasi Lainnya gasi pekerjaan Konst!'uksi
Beban Pemeliharaan Pembuatan & Papan :{pc(;nasi.lufg Al
Bangunan Air-Bangunan | Pemasangan Papan {Bj= 1 M, (H)= 1.10 M Unit 2,750,000 | 5.2.03.01.01.0025
8.1.02.03.04.0031 | 4o o oo reunan Air | Operasi Bangunan | (TR)= 1.70 M, (TAl= e

Irigasi Lainnya
el
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PENJELASAN TEKNIS

1. Pemeliharaan pembabatan rumput saluran irigasi, secara swakelola

a. Definisi
Kegiatan ini dimaksudkan untuk menjaga dan memelihara jaringan dan

bangunan irigasi yang telah dibangun agar tetap berfungsi dengan baik,
sehingga tidak terdapat tumbuhan liar yang bisa merusak kondisi fisik tanggul
kiri dan kanan saluran, bangunan serta tidak mengganggu aliran air disaluran.
dengan volume pembabadan rumput = (lebar tanggul kiri saluran + lebar tanggul
kanan saluran) + (Waging kiri saluran + waging kanan saluran) x (panjang
saluran). Pemeliharaan pembabadan saluran irigasi secara swakelola ini
dilaksanakan secara rutin terdiri dari biaya tenaga kerja (tidak termasuk
mandor), dengan berpedoman pada koefisien biaya tenaga kerja sesuai dengan
tingkat datar dan kemiringan tanggul saluran yang telah distandarkan dalam
Analisis Harga satuan Pekerjaan (HSPK) Permen PUPR RI Nomor 1 Tahun 2022
tentang pedoman penyusunan perkiraan biaya pekerjaan konstruksi bidang

PUPR.
b, Pengendali belanja
Panjang tanggul saluran irigasi yang dipelihara (M2)

2. Pemeliharaan penggalian lumpur saluran irigasi, secara swakelola

a. Definisi
Kegiatan ini dimaksudkan untuk menjaga dan memelihara saluran irigasi yang

telah dibangun agar tetap berfungsi dengan baik, yang diakibatkan dengan
endapan lumpur sehingga terjadi sumbatan dan akan mengganggu kelancaran
aliran air. dengan volume pengalian lumpur = (lebar lumpur + lebar saluran) : 2
x tinggi lumpur X panjang saluran yang berlumpur. Pemeliharaan penggalian
lumpur saluran irigasi secara swakelola ini terdiri dari biaya tenaga kerja (tidak
termasuk mandor}, dengan berpedoman pada koefisien biaya tenaga kerja yang
telah distandarkan dalam Analisis Harga satuan Pekerjaan (HSPK) Permen PUPR
RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang pedoman penyusunan perkiraan biaya

pekerjaan konstruksi bidang PUPR.
b. Pengendali belanja
Panjang saluran irigasi yang digali (M3)

3. Pembuatan & Pemasangan Pintu Air Irigasi
a. Kegiatan pembuatan dan pemasangan pintu air irigasi berfungsi untuk
mengatur pengendalian debit air agar dapat terukur sesuai dengan kebutuhan
sehingga tidak terjadi banjir. Pintu air merupakan bangunan penunjang yang
dipasang pada bangunan utama, bangunan sadap, bangunan bagi, bagunan
bagi sadap dan box tersier, dengan konstruksi dari besi baja dengan roda gigi
stang tunggal dan pintu angkat, serta  dipasangan dengan cor/beton.

Pembuatan dan pemasangan pintu air

irigasi ini terdiri dari biaya tenaga kerja, bahan dan peralatan, ditambah dengan
biaya umum dan keuntungan, dengan berpedoman pada koefisien biaya tenaga
kerja, bahan, peralatan yang telah distandarkan dalam Analisis Harga satuan
Pekerjaan (HSPK) Permen PUPR RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang pedoman
penyusunan perkiraan biaya pekerjaan konstruksi bidang PUPR.

b. Pengendali belanja
Jumlah pintu air irigasi yang dipasang (unit)
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LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KONAWE
NOMOR : 26 TAHUN 2023

TANGGAL : || Juud 2023

TENTANG : HARGA SATUAN POKOK
KEGIATAN PADA BIDANG
KONSTRUKSI TAHUN
ANGGARAN 2024

FORMAT SURAT PERMOHONAN KEGIATAN TIDAK MENGIKUTI
FORMULASI HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN

KOPSKPD
e e e
Unaaha,
Nomor J UL e Kepada:
Lampiran : 1 (berkas) Yth. Sekretaris Daerah selaku
Perihal : Permohonan Kegiatan tidak Koordinator TAPD
mengikuti Formulasi HSPK Di

Unaaha

Dengan ini kami sampaikan bahwa, kegiatan
................................ (diisi tentang nama kegiatan dan latar
belakang yang menyebabkan kegiatan tidak mengikuti formulasi

HSPK?* tidak dapat menggunakan formulasi HSPK.
Sehubungan dengan hal tersebut, mohon diijinkan

kegiatan ......... (diisi nama kegiatan*) dalam penganggaran tidak
menggunakan formulasi HSPK yang sudah ada.

Demikian atas perhatiannya diucapkan banyak terima

kasih.
Kepala SKPD
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